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TENTANG 
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN 

PEMERINTAHAN Dl DAERAH DAN ANGKA KREDITNYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA, 

Menimbang : a. bahwa pengembangan karier dan peningkatan 
profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan 
tugas pengawasan penyelenggaraan urusan 
pemerintahan, dipandang perlu menetapkan Jabatan 
Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan dan Angka Kreditnya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- 
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 3041), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 
1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4844); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang 
Pemberhentianlpemberhentian Sementara Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1966 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 2797); 



Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3098), 
sebagaimana telah sebelas kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 21); 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3176); 
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 1994 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
3547); 
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 
Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4015), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 
Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4332); 
Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang 
Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4016), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4192); 
Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4017), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 41 93); 
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 
198, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 4019); 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4263); 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4594); 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
KabupatenIKota (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan ~bmerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4741); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4816); - 

16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 teitang 
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 

17. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen, sebagaimana telah enam kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 

18. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata 
Kerja Kementerian Negara Republik lndonesia 
sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008; 

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Dalam Negeri dengan surat nomor: 
821.29128251SJ tanggal 31 Juli 2009; 

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan 
surat nomor: K.26-30N.221-4/93 tanggal 7 September 
2009; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan :PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN 

APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL 
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN 
PEMERINTAHAN DAN ANGKA KREDITNYA. 

BAB l 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 
Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara ini yang dimaksud dengan: 
1. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

di Daerah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang 
lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk 
melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan 
teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan 
keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 
yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. 
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ban efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

4. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan 
danlatau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus 
dicapai oleh Pengawas Pemerintahan dalam rangka 
pembinaan karier yang bersangkutan. 

5. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan adalah 
tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang, dan bertugas menilai prestasi kerja Penaawac 
Pemerintahan. 

~audiarl rungslonal Pengawas Pemerintahan termasuk dalam 
rumpun politik dan hubungan luar negeri. 

Pasal3 
(1) Pengawas Pemerintahan berkedudukan sebagai pejabat 

fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan teknis 
urusan pemerintahan di daerah pada instansi pemerintah 
pusat dan daerah. 

(2) Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan jabatan karier yang hanya dapat 
diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. 

(3) Pengawas Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya, 
bertanggungjawab secara hirarkis kepada pimpinan 
instansi atau unit kerja yang bersangkutan. 

Pasal4 
(1) Tugas pokok Pengawas Pemerintahan adalah 

melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis 
urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan 
keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan 
pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas 
pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas 
peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, 
pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, 
pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan 
evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah. 

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I), Pengawas Pemerintahan harus 
mendapatkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit 
kerja yang bersangkutan. 



BAB Ill 
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA 

Pasal5 
(1) Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas 

Pemerintahan adalah Departemen Dalam Negeri. 
(2) lnstansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib melaksanakan tugas pembinaan, meliputi: 
a. penyusunan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 

Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan; 
b. penyusunan pedoman formasi Jabatan Fungsional 

Pengawas Pemerintahan; 
c. penetapan standar kompetensi Jabatan Fungsional 

Pengawas Pemerintahan; 
d. pengusulan tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas 

Pemerintahan 
e. pengusulan batas usia pensiun Jabatan Fungsional 

Pengawas Pemerintahan; 
f. sosialisasi Jabatan Fungsional Pengawas 

Pemerintahan; 
g. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan 

fungsionallteknis Jabatan Fungsional Pengawas 
Pemerintahan; 

h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsionall 
teknis bagi Pengawas Pemerintahan dan penetapan 
sertifikasi; 

i. pengembangan sistem informasi Jabatan Fungsional 
Pengawas Pemerintahan; 

j. fasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas 
Pemerintahan; 

k. fasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan 
Fungsional Pengawas Pemerintahan; 

I. fasilitasi penyusunan penetapan etika profesi dan kode 
etik Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan; 

m. monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Pengawas 
Pemerintahan. 

BAB IV 
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN 

Pasal6 
Unsur dan sub unsur kegiatan Pengawas Pemerintahan yang 
dapat dinilai angka kreditnya, terdiri dari: 
a. Pendidikan, meliputi: 

1. Pendidikan sekolah dan memperoleh gelarlijazah; 
2. Pendidikan dan pelatihan kedinasan, teknislfungsional di 

bidang pengawasan serta memperoleh Surat Tanda 
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) danlatau 
Sertifikat; dan 

3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh 
Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) 
danlatau Sertifikat. 



b. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, 
meliputi: 
1. Pembinaan atas pelaksanaan urusan pemerintahan; 
2. Pelaksanaan atas urusan pemerintahan; 

c. Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala 
daerah, meliputi: 
1. Pengawasan atas rancangan peraturan daerah dan 

rancangan peraturan kepala daerah; dan 
2. Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan 

kepala daerah. 
d. Pengawasan dekonsentrasi'dan tugas pembantuan, meliputi: 

1. Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di 
provinsi; dan 

2. Pengawasan tugas pembantuan di kabupatenlkota dan 
desa. 

e. Pengawasan untuk tujuan tertentu, meliputi: 
1. pengaw.asan akhir masa jabatan kepala daerah; dan 
2. Pengawasan atas pengaduan masyarakat. 

f. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, meliputi: 
1. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan; 
2. Evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah; 
3. Evaluasi daerah otonomi baru; 
4. Evaluasi pemerintahan kecamatan dan desa; dan 
5. Evaluasi laporan akuntabilitas. 

g. Pengembangan profesi Pengawas Pemerintahan, meliputi: 
1. Pembuatan karya tulislkarya ilmiah di bidang 

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 
2. Penerjemahanlpenyaduran buku dan bahan-bahan lain di 

bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah; 

3. Pembuatan buku pedomanlpetunjuk pelaksanaanljuknis 
di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah; 

4. Peran serta dalam ekspose hasil pengawasan; dan 
5. Peran serta dalam kelompok kerja pengawasan. 

h. Unsur penunjang tugas Pengawas Pemerintahan, meliputi: 
1. Peran serta dalam seminar, semi loka, lokakarya, 

konferensi dan kongres di bidang penyelenggaraan 
pemerintahan; 

2. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional 
. Pengawas Pemerintahan; 

3. Keanggotaan dalam organisasi profesi pengawasan 
pemerintahan; 

4. Pengajarlpelatih pada diklat di bidang pengawasan 
pemerintahan; 

5. Perolehan penghargaan atau tanda jasa dari pemerintah; 
6. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya; 



BAB V 
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT 

Pasal7 
(1) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan adalah 

jabatan tingkat keahlian. 
(2) Jenjang Jabatan Pengawas Pemerintahan dari yang 

terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu: 
a. Pengawas Pemerintahan Pertama; 
b. Pengawas Pemerintahan Muda; 
c. Pengawas Pemerintahan Madya; dan 
d. Pengawas Pemerintahan Utama. 

(3) Jenjang pangkat Pengawas Pemerintahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jenjang 
jabatannya, yaitu: 
a. Pengawas Pemerintahan Pertama: 

1. Penata Muda, golongan ruang Illla; dan 
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Illlb. 

b. Pengawas Pemerintahan Muda: 
1. Penata, golongan ruang llllc; dan 
2. Penata Tingkat I, golongan ruang Illld. 

c. Pengawas Pemerintahan Madya: 
1. Pembina, golongan ruang IV/a; 
2. Pembina Tingkat I; golongan ruang IV/b; dan 
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IVIc. 

d. Pengawas Pemerintahan Utama: 
1. Pembina Utama Madya, golongan ruang 1VId; dan 
2. Pembina Utama, golongan ruang IVIe. 

(4) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Pengawas 
Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah 
angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang 
jabatan. 

(5) Penetapan jenjang jabatan Pengawas Pemerintahan untuk 
pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan 
jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh 
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, 
sehingga dimungkinkan jabatan dan pangkat tidak sesuai 
dengan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3). 

BAB VI 
RlNClAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DlNlLAl 

DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT 
Pasal8 

(1) Rincian kegiatan Pengawas Pemerintahan sesuai jenjang 
jabatan sebagai berikut: 
a. Pengawas Pemerintahan Pertama: 

1. melakukan pengawasan kemampuan 
kelembagaan; 



2. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
wajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan 
umum mengenai persandian; 

3. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
wajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desa 
mengenai pemerintahan desa dan kelurahan; 

4. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
wajib bidang pendidikan mengenai sarana dan 
prasarana; 

5. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
wajib bidang kesehatan mengenai sumber daya 
manusia kesehatan; 

6. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
wajib bidang kesehatan mengenai obat dan 
perbekalan kesehatan; 

7. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
wajib bidang kesehatan mengenai pemberdayaan 
masyarakat; 

8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
wajib bidang kepemudaan dan olah raga 
mengenai kepemudaan; 

9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
wajib bidang kepemudaan dan olah raga 
mengenai olah raga; 

10. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
wajib bidang ketenagakerjaan mengenai 
pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga 
kerja; 

11. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
wajib bidang ketenagakerjaan mengenai 
pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam 
negeri; 

12.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
wajib bidang ketenagakerjaan mengenai 
pengelolaan umum; 

13. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
wajib bidang ketahanan pangan mengenai 
pengelolaan umum; 

14. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
wajib bidang perhubungan rnengenai perhubungan 
darat; 

15. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
wajib bidang komunikasi dan informatika 
mengenai pos dan telekomunikasi; 

16. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
wajib bidang sosial mengenai pembinaan bidang 
sosial; 

17. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
wajib bidang sosial mengenai identifikasi dan 
pengawasan penyandang masalah kesejahteraan 
sosial; 

18. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
wajib bidang sosial mengenai pelaksanaan 
programlkegiatan bidang sosial; 



19.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
wajib bidang sosial mengenai pelaporan 
pelaksanaan program di bidang sosial; 

20. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
wajib bidang sosial mengenai penganugrahan 
tanda kehormatan; 

21.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
wajib bidang sosial mengenai nilai-nilai 
kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan 
kesetiakawanan sosial; 

22. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
wajib bidang pekerjaan umum mengenai sumber 
daya air; 

23. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
wajib bidang pekerjaan umum mengenai air 
minum; 

24. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
wajib bidang pekerjaan umum mengenai air 
limbah; 

25. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
wajib bidang pekerjaan umum mengenai 
persampahan; 

26. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
wajib bidang pekerjaan umum mengenai drainase; 

27. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
wajib bidang pekerjaan umum mengenai 
permukiman; 

28. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
wajib bidang pekerjaan umum mengenai 
bangunan gedung dan lingkungan; 

29. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai 
kelautan; 

30. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai 
pengelolaan pemasaran; 

31. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
pilihan bidang kelautan dan perikanan mengenai 
penyuluhan dan pengendalian; 

32, melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
pilihan bidang pertanian mengenai tanaman 
pangan dan hortikultura; 

33. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
pilihan bidang pertanian mengenai perkebunan; 

34. rnelakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
pilihan bidang pertanian mengenai penunjang; 

35. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
pilihan bidang kehutanan mengenai inventarisasi 
hutan; 

36. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
pilihan bidang kehutanan mengenai penataan 
batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan 
hutan produksi; 

37. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
pilihan bidang kehutanan mengenai rencana 



pengelolaan jangka pendek cagar alam, suaka 
margasatwa, taman nasional, taman wisata alam 
dan taman buru; 

38. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan 
taman hutan raya; 

39. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
pilihan bidang kehutanan mengenai pemungutan 
hasil hutan pada hutan produksi; 

40. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfatan 
kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan 
produksi; 

41. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
pilihan bidang kehutanan mengenai industri 
pengel~laan hasil hutan; 

42. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
pilihan bidang kehutanan mengenai 
penatausahaan hasil hutan; 

43. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan 
kawasan hutan pada hutan lindung; 

44. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
pilihan bidang kehutanan mengenai penerimaan 
negara bukan bidang kehutanan; 

45. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
pilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaan 
daerah aliran sungai (DAS); 

46. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
pilihan bidang kehutanan mengenai 
pengembangan hutan hak dan aneka usaha 
kehutanan; 

47. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
pilihan bidang kehutanan mengenai perbenihan 
tanaman hiasan; 

48. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
pilihan bidang kehutanan mengenai pengusahaan 
pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam, 
pengusahaan taman buru, areal buru dan kebun; 

49. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
pilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatan 
tumbuhan dan satwa liar; 

50. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
pilihan bidang kehutanan mengenai lembaga 
konservasi; 

51. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
pilihan bidang kehutanan mengenai perlindungan 
hutan; 

52. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
pilihan bidang kehutanan mengenai penebanganl 
penanamanlpemungutan hasil hutan; 

53. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
pilihan bidang perindustrian mengenai usaha 
industri: 



54. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
pilihan bidang perindustrian mengenai 
perlindungan usaha industri; 

55. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
pilihan bidang perindustrian mengenai pemasaran; 

56. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
pilihan bidang perindustrian mengenai sumber 
daya manusia; 

57. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
pilihan bidang perindustrian mengenai lingkungan 
hidup; 

58. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
pilihan bidang perindustrian mengenai sarana dan 
prasarana; 

59. melakukan pengawasan pelaksanaan . urusan 
pilihan bidang perindustrian mengenai data 
industri; 

60. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
pilihan bidang perdagangan mengenai metrologi 
legal; 

61. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
pilihan bidang perdagangan mengenai 
perdagangan berjangka komoditi, alternatif 
pembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang; 

62. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan 
pilihan bidang energi dan sumber daya mineral 
mengenai mineral, batubara, panas bumi dan air 
tawar; 

63. melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu 
atas kegiatan tugas pembantuan di 
kabupatenlkota dan desa; dan 

b. Pengawas Pemerintahan Muda 
1. melakukan pengawasan umum penerapan standar 

pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur 
dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, 
pengujianlpenilaian penyusunan rencana 
pencapaian SPMINSPK yang dituangkan dalam 
rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat 
daerah (RKA-SKPD); 

2. melakukan pengawasan teknis penerapan 
SPMINSPK; 

3. melakukan pengawasan atas pembinaan 
pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, 
evaluasi, pengujianlpenilaian terhadap rencana 
kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah 
(RKA-SKPD); 

4. melakukan pengawasan atas pembinaan 
pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, 
evaluasi, pengujianlpenilaian terhadap 
kesejahteraan masyarakat; 

5. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang kependudukan dan catatan sipil; 

6. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang otonomi daerah dan pemerintahan urnum 
meliputi perangkat daerah; 



7. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang pemberdayaan adat dan pengembangan 
kehidupan mengenai sosial budaya masyarakat; 

8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang pendidikan mengenai kebijakan pembiayaan; 

9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang pendidikan mengenai pendidikan dan tenaga 
kependidikan; 

10. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang kesehatan mengenai upaya kesehatan; 

I I. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang kesehatan mengenai kebijakan pembiayaan 
kesehatan; 

12. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan 
ketenagakerjaan; 

13. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang ketahanan pangan mengenai keamanan 
pangan; 

14. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang perhubungan mengenai perkeretaapian; 

15.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang komunikasi dan informatika mengenai 
sarana komunikasi dan diseminasi informasi; 

16. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang sosial mengenai kerjasama bidang sosial; 

17.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang sosial mengenai pengawasan bidang sosial; 

18. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang sosial mengenai sarana dan prasarana 
sosial; 

19. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang sosial mengenai sistem informasi 
kesejahteraan sosial; 

20. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang pekerjaan umum mengenai perkotaan dan 
pedesaan; 

21. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang pekerjaan umum mengenai jasa konstruksi; 

22. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kelautan dan perikanan mengenai umum; 

23. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan 
tangka p; 

24. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kelautan dan perikanan mengenai perikanan 
budidaya; 

25. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang pertanian mengenai peternakan dan 
kesehatan hewan; 

26. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai penunjukan kawasan 
hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan 
pelestarian alam, kawasan suaka alam dan tanaman 
baru; 



27. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai kawasan hutan dengan 
tujuan khusus; 

28. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan 
jangka pendek (tahunan) unit KPHP; 

29. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan 
tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan 
hutan produksi; 

30. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan 
tahunan (jangka pendek) unit KPHL; 

31. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan 
tahunan (jangka pendek) unit usaha pemanfaatan 
hutan lindung; 

32. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai penataan areal kerja 
unit usaha pemanfaatan hutan lindung; 

33. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan 
jangka pendek (tahunan) unit KPHK; 

34. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan 
jangka menengah cagar alam, suaka margasatwa, 
taman nasional, taman wisata alam dan taman buru; 

35. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai rencana kehutanan; 

36. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai sistem informasi 
kehutanan (numerik dan parsial); 

37. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai pemanfaatan hasil 
hutan pada hutan produksi; 

38. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai perencanaan 
rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan 
mangrove; 

39. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai pelaksanaan 
rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan 
mangrove; 

40. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan pada 
areal yang dibebani penggunaan kawasan hutan; 

41. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai reklamasi hutan areal 
bencana alam; 

42. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai pemberdayaan 
masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan; 

43. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai hutan kota; 



44. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai pendidikan dan 
pelatihan (diklat) kehutanan; 

45. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai penyuluhan kehutanan; 

46. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai pengawasan bidang 
kehutanan; 

47. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang perindustrian mengenai perizinan; 

48. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang perindustrian mengenai fasilitas industri; 

49. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang perindustrian mengenai teknologi; 

50. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidangperindustrian mengenai permodalan; 

51. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang perindustrian mengenai kerjasama industri; 

52. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang perindustrian mengenai kelembagaan; 

53. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang perindustrian mengenai monitoring, evaluasi 
dan pelaporan; 

54. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang perdagangan mengenai perdagangan dalam 
negeri; 

55. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang energi dan sumber daya mineral mengenai 
geologi; 

56. rnelakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang energi dan sumber daya mineral mengenai 
ketenagakerjaan; 

57. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang energi dan sumber daya mineral mengenai 
pendidikan dan pelatihan; 

58.melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas 
pembantuan di kabupatenlkota dan desa; 

59.melakukan pengawasan atas indikasi hambatan 
dalam pelayanan masyarakat; 

60. melakukan evaluasi pemerintahan desalkelurahan 
atau sebutan lainnya; dan 

61. melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai 
SKPD di Provinsi; 

62. melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai 
SKPD di kabupatenlkota; 

c. Pengawas Pemerintahan Madya: 
1. melakukan pengawasan umum penerapan standar 

pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur 
dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, 
pengujianlpenilaian penyusunan rencana 
pencapaian SPMINSPK yang dituangkan dalam 
rencana strategi satuan kerja perangkat daerah 
(Renstra SKPD); 

2. melakukan pengawasan umum penerapan standar 
pelayanan minimal (SPM)lnorma, standar, prosedur 



dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, 
pengujianlpenilaian penyusunan rencana 
pencapaian SPMINSPK yang dituangkan dalam 
rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja 
SKPD); 

3. melakukan pengawasan umum penerapan standar 
pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur 
dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, 
pengujianlpenilaian penyusunan rencana 
pencapaian SPMINSPK yang dituangkan dalam 
kebijakan umum anggaran (KUA); 

4. melakukan. pengawasan atas pembinaan 
pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, 
evaluasi, pengujianlpenilaian terhadap rencana 
strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra 
SKPD); 

5. melakukan pengawasan atas pembinaan 
pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, 
evaluasi, pengujianlpenilaian terhadap rencana 
kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD) 

6. melakukan pengawasan atas pembinaan 
pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, 
evaluasi, pengujianlpenilaian terhadap kebijakan 
umum anggaran (KUA); 

7. melakukan pengawasan baranglasset daerah; 
8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 
9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 

bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum 
mengenai pemerintahan umum; 

10. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum 
mengenai kebijakan administrasi keuangan daerah; 

11. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa 
meliputi penguatan kemampuan kelembagaan; 

12. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang pemberdayaan adat dan pengembangan 
kehidupan mengenai pemberdayaan usaha ekonomi 
masyarakat; 

13. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang pemberdayaan adat dan pengembangan 
kehidupan mengenai pemberdayaan masyarakat 
dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi 
tepat guna; 

14. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang pendidikan mengenai kebijakan dan standar; 

15. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang pendidikan mengenai serta kurikulum; 

16. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang kesehatan mengenai manajemen kesehatan; 

17. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan 
sumber daya manusia; 



18.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang ketenagakerjaan mengenai penempatan 
tenaga kerja luar negeri; 

19. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang ketenagakerjaan mengenai pembinaan 
hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja; 

20. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang ketahanan pangan mengenai ketahanan 
pangan; 

21. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang perhubungan mengenai perhubungan laut; 

22. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang sosial mengenai perencanaan bidang sosial; 

23. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang sosial mengenai pengembangan dan 
pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan 
sosial (PSKS); 

24. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang sosial mengenai pembinaan tenaga 
fungsional pekerja sosial; 

25. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang pekerjaan umum mengenai bina marga; 

26. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang pekerjaan umum mengenai penataan ruang; 

27. rnelakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kelautan dan perikanan mengenai 
pengawasan dan pengendalian; 

28. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai penataan kawasan 
hutan; 

29. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan 
jangka menengah (lima tahunan) unit KPHP; 

30. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan 
lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan 
produksi; 

31. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan 
dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan 
pengelolaan hutang lindung (KPHL); 

32. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan 
lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL; 

33. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan 
lima tahunan (jangka menengah) unit usaha 
pemanfaatan hutan lindung; 

34. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan 
dua puluh tahunan (jangka panjang) unit kesatuan 
pengelolaan hutan konservasi (KPHK); 

35. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan 
lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK; 



36. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai penelitian dan 
pengembangan kehutanan; 

37. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai pembinaan dan 
pengendalian bidang kehutanan; 

38. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang kehutanan mengenai pengangkatan petugas 
pembuat laporan hasil pemeriksaan; 

39. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang perindustrian mengenai perencanaan dan 
program; 

40. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang perindustrian mengenai standarisasi; 

41. melakukanpengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang perindustrian mengenai pengawasan 
industri; 

42. rnelakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang perdagangan mengenai perdagangan luar 
negeri; 

43. rnelakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang perdagangan mengenai pengembangan 
ekspor nasional; 

44. rnelakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang transrnigrasi mengenai kebijakan, 
perencanaan, pembinaan dan pengawasan; 

45. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan 
kepala daerah tentang penjabaran anggaran 
pendapatan belanja daerah; 

46. rnelakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas 
kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di 
Provinsi; 

47. melakukan pengawasan atas indikasi korupsi, kolusi 
dan nepotisme; 

48. melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan 
pernerintahan kabupatenlkota; 

49. melakukan evaluasi kernampuan penyelenggaraan 
otonorni daerah kabupatenlkota; 

50. rnelakukan evaluasi daerah otonom baru 
kabupatenlkota; 

51. rnelakukan evaluasi pemerintahan kecarnatan atau 
sebutan lainnya; dan 

52. melakukan evaluasi laporan akuntabilitas rneliputi 
komponen departernen. 

d. Pengawas Pemerintah Utarna : 
1. melakukan pengawasan urnum penerapan standar 

pelayanan minimal (SPM)/norma, standar, prosedur 
dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, 
pengujianlpenilaian penyusunan rencana 
pencapaian SPMINSPK yang dituangkan dalarn 
rencana pembangunan jangka menengah daerah 
(RPJMD); 



2. melakukan pengawasan umum penerapan standar 
pelayanan minimal (SPM)lnorma, standar, prosedur 
dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, 
pengujianlpenilaian penyusunan rencana 
pencapaian SPMINSPK yang dituangkan dalam 
rencana kerja pemerintah daerah (RKPD); 

3, melakukan pengawasan atas pembinaan 
pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, 
evaluasi, pengujianlpenilaian terhadap rencana 
pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD); 

4. melakukan pengawasan atas pembinaan 
pelaksanaan urusan pilihan melalui analisis, 
evaluasi, pengujianlpenilaian terhadap rencana 
kerja pemerintah daerah (RKPD); 

5. melakukan pengawasan kebijakan keuangan 
daerahlnegara; 

6. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum 
mengenai otonomi daerah; 

7. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang pendidikan meliputi pengendalian mutu 
pendidikan; 

8. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang ketenagakerjaan mengenai kebijakan, 
perencanaan, pembinaan dan pengawasan; 

9. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang perhubungan mengenai perhubungan udara; 

10. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang sosial mengenai kebijakan bidang sosial; 

1l.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang kehutanan mengenai pembentukan wilayah 
pengelolaan hukum; 

12. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan 
jangka panjang (dua puluh tahunan) unit kesatuan 
hutan produksi (KPHP); 

13. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang kehutanan mengenai rencana kerja dua 
puluh lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan 
produksi; 

14.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang kehutanan mengenai rencana kerja usaha 
dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan 
lindung ; 

15.melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib 
bidang kehutanan mengenai rencana pengelolaan 
jangka panjang dua puluh tahunan cagar alam, 
suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata 
alam dan taman buru; 

16. melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan 
bidang perdagangan mengenai kerjasama 
perdagangan internasional; 

17. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan 
daerah tentang anggaran pendapatan belanja 
daerah (APBD); 



18. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan 
daerah tentang pajak daerah; 

19,melakukan evaluasi atas rancangan peraturan 
daerah tentang retribusi daerah; 

20. melakukan evaluasi atas rancangan peraturan 
daerah tentang tata ruang daerah; 

21. melakukan klarifikasi atas peraturan daerah; 
22. melakukan klarifikasi atas peraturan kepala daerah; 
23. melakukan pengawasan kinerja kegiatan 

dekonsentrasi dan tugas pernbantuan di Provinsi; 
24. melakukan pengawasan atas berakhirnya masa 

jabatan Gubernur; 
25. melakukan pengawasan atas berakhirnya masa 

jabatan BupatiNValikota; 
26. melakukan pengawasan atas indikasi 

penyalahgunaan wewenang; 
27, melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan provinsi; 
28. melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan 

otonomi daerah provinsi; dan 
29. melakukan evaluasi daerah otonom baru provinsi. 

(2) Pengawas Pemerintahan Pertama sampai dengan 
Pengawas Pemerintahan Utama yang melaksanakan 
kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas 
Pengawas Pemerintahan diberikan nilai angka kredit 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini. 

Pasal9 
Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Pengawas 
Pemerintahan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk 
melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (1) maka Pengawas Pemerintahan lain yang berada satu 
tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya 
dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan 
secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. 

Pasall0 
Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan sebagai berikut: 
a. Pengawas Pernerintahan yang melaksanakan tugas 

Pengawas Pemerintahan satu tingkat di atas jenjang 
jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 
80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir 
kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini; 

b. Pengawas Pemerintahan yang melaksanakan tugas 
Pengawas Pemerintahan satu tingkat di bawah jenjang 
jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 
100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir 
kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini. 



Pasal 11 
(1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka 

kredit, terdiri atas: 
a. Unsur utama; dan 
b. Unsur penunjang. 

(2) Unsur utama, terdiri atas: 
a. Pendidikan; 
b. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan; 
c. Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan 

kepala daerah; 
d. Pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; 
e. Pengawasan untuk tujuan tertentu; 
f. Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan; 
g. Pengembangan profesi Pengawas Pemerintahan. 

(3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung 
pelaksanaan tugas pokok Pengawas Pemerintahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 huruf h. 

(4) Rincian kegiatan Pengawas Pemerintahan dan angka 
kredit masing-masing butir kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut 
dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara ini. 

Pasal l2 

(1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi 
oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat 
dalam jabatan dan kenaikan jabatanlpangkat Pengawas 
Pemerintahan, untuk: 
a, Pengawas Pemerintahan dengan pendidikan Sarjana 

Strata Satu (Sl) atau Diploma IV (D IV) adalah 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran IIA Peraturan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini; 

b. Pengawas Pemerintahan dengan pendidikan Sarjana 
Strata Dua (S2) adalah sebagaimana tersebut dalam 
Lampiran llB Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara ini; 

c. Pengawas Pemerintahan dengan pendidikan Sarjana 
Strata Tiga (S3) adalah sebagaimana tersebut dalam 
Lampiran IIC Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara ini. 

(2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. paling rendah 80 % (delapan puluh persen) angka 

kredit berasal dari unsur utama; dan 
b. paling tinggi 20 % (dua puluh persen) angka kredit 

berasal dari unsur penunjang. 



Pasa l l3  
(1) Pengawas Pemerintahan yang memiliki angka kredit 

melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan 
jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka 
kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan 
jabatanlpangkat berikutnya. 

(2) Pengawas Pemerintahan pada tahun pertama telah 
memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan 
untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang 
didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan 
mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) 
angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan 
untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi yang 
berasal dari kegiatan tugas pokok. 

Pasa l l4  
(1) Pengawas Pemerintahan Madya yang akan naik pangkat 

menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IVlb, sampai 
dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina 
Utama Muda, golongan ruang IVIc, diwajibkan 
mengumpulkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit 
dari kegiatan pengembangan profesi. 

(2) Pengawas Pemerintahan Utama, pangkat Pembina Utama 
Madya, golongan ruang IVId, yang akan naik pangkat 
menjadi Pembina Utama, golongan ruang IVIe diwajibkan 
mengumpulkan paling kurang 16 (enam belas) angka kredit 
dari kegiatan pengembangan profesi. 

Pasal l5  
Pengawas Pemerintahan Utama pangkat Pembina Utama, 
golongan ruang IVIe setiap tahun sejak menduduki 
jenjanglpangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua 
puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan 
pengembangan profesi. 

Pasal 16 
(1) Pengawas Pemerintahan yang secara bersama-sama 

membuat karya tulis ilmiah di bidang Pengawasan 
Pemerintahan, diberikan angka kredit dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka 

pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh 
persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh 
persen) untuk penulis pembantu; 

b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka 
pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh 
persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25% 
(dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; dan 

c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka 
pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh 
persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20% 
(dua puluh persen) untuk penulis pembantu. 

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I), paling banyak 3 (tiga) orang. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria bidang, pedoman 
penulisan, publikasi dan pengujian karya tulis ilmiah diatur 
oleh lnstansi Pembina. 



BAB VII 
PENlLAlAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT 

Pasal 17 
(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, 

setiap Pengawas Pemerintahan diwajibkan mencatat, 
menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan dan 
mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit 
(DUPAK). 

(2) Setiap Pengawas Pemerintahan mengusulkan secara 
hirarkhi Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) 
setiap tahun. 

(3) Peniaian dan penetapan angka kredit Pengawas 
Pemerintahan dilakukan paling singkat 2 (dua) kali dalam 1 
(satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan 
pangkat PNS. 

Pasal 18 
(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 

a. lnspektur Jenderal Departemen Dalam ~ e ~ e r i  bagi 
Pen awas Pemerintahan Madya pangkat Pembina 
Ting a at I golongan ruang IVIb sampai dengan 
Pengawas Pemerintahan Utama pangkat Pembina 
Utama golongan ruang IVIe pada lnspektorat Jenderal 
Kementerianl lnspektorat Utama Lembaga Pemerintah 
Non Kementerian, lnspektorat Provinsi dan lnspektorat 
KabupatenIKota. 

b. lnspektur Jenderalllnspektur Utama pada Kementerianl 
Lembaga Pemerintah Non Kementerian bagi Pengawas 
Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan 
ruang Ill/a sampai dengan Pengawas Pemerintahan 
Madya pangkat Pembina golon an ruang IV/a pada a KementerianILembaga Pemerinta Non Kementerian. 

c. Sekretaris lnspektorat Jenderal Departemen Dalam 
Negeri bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat 
Penata Muda golongan ruang Illla sampai dengan 
Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina 
golongan ruang IVIa pada lnspektorat Jenderal 
Departemen Dalam Negeri. 

d. lnspektur Provinsi bagi Pengawas Pemerintahan 
Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang Illla 
sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya 

angkat Pembina golongan ruang IVIa pada unit kerja 
nspektorat Provinsi dan Pengawas Pemerintahan P 

Madya pangkat Pembina golongan ruang IVla pada 
l nspektorat KabupatenIKota. 

e. lnspektur KabupatenIKota bagi Pengawas 
Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda golongan 
ruang lllla sampai dengan Pengawas Pemerintahan 
Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang Illld 
pada unit kerja lnspektorat KabupatenlKota. 

(2) Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), dibantu oleh: 
a. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan 

Tingkat Pusat, selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat; 
b. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan 

Tingkat Kementerianllembaga Pemerintah Non 
Kementerian, selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi; 



c. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan 
Tingkat Provinsi, selanjutnya disebut Tim Penilai 
Provinsi; dan 

d. Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan 
Tingkat KabupatenIKota, selanjutnya disebut Tim 
Penilai KabupatenIKota. 

Pasal 19 
Tim Penilai Angka Kredit Pengawas Pemerintahan terdiri 
dari unsur teknis yang membidangi pengawasan 
pemerintahan, unsur kepegawaian dan Pejabat Fungsional 
Pengawas Pemerintahan. 
Susunan anggota Tim Penilai sebagai berikut: 
a. seorang Ketua merangkap sebagai anggota; 
b. seorang Wakil Ketua merangkap sebagai anggota; 
c. seorang Sekretaris merangkap sebagai anggota; dan 
d. paling kurang 4 (empat) anggota. 
Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, 
paling kurang 2 (dua) orang dari Pejabat Fungsional 
Pengawas Pemerintahan. 
Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah: 
a. menduduki jabatanlpangkat paling rendah sama 

dengan jabatanlpangkat Pengawas Pemerintahan yang 
dinilai; 

b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi 
kerja Pengawas Pemerintahan; dan 

c. dapat aktif melakukan penilaian. 
Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari 
Pengawas Pemerintahan, maka anggota Tim Penilai dapat 
diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki 
kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pengawas 
Pemerintahan. 

Pasal20 
Apabila Tim Penilai Provinsi, belum dibentuk karena belum 
memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang 
ditentukan, penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan 
dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat 
atau Tim Penilai Instansi. 
Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota, belum dibentuk 
karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai 
y n g  ditentukan, penilaian angka kredit Pen awas 

emerintahan dapat dimintakan kepada Tim Ienilai 
KabupatenIKota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi lain 
terdekat atau Tim Penilai Instansi. 
Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan 
oleh: 
a. lnspektur ~enderal Departemen Dalam Negeri untuk 

Tim Penilai Pusat; 
b. lnspektur Jenderalllnspektur Utama Kementerianl 

Lembaga Pemerintah Non Kementerian untuk Tim 
Penilai Instansi; 

c. lnspektur Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan 
d. lnspektur KabupatenIKota untuk Tim Penilai 

KabupatenIKota. 



Pasal 21 
(1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun 

dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan 
berikutnya. 

(2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim 
dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat 
kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) 
masa jabatan. 

(3) Dalam ha1 terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, 
maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim 
Penilai pengganti. 

Pasal22 
Tata kerja Tim Penilai Pengawas Pemerintahan dan tata cara 
penilaian angka kredit Pengawas Pemerintahan ditetapkan oleh 
lnstansi Pembina. 

Pasal23 
Usul penetapan angka kredit Pengawas Pemerintahan diajukan 
oleh: 
a. Sekretaris lnspektorat JenderalISekretaris lnspektorat 

Utamallnspektur Provinsillnspektur KabupatenIKota pada 
Kementerianllembaga Pemerintah Non Kementerianl 
lnspektorat Provinsi/lnspektorat KabupatenIKota kepada 
lnspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri bagi 
Pengawas Pemerintahan Madya pangkat Pembina Tingkat 
I, golongan ruang IVIb sampai dengan Pengawas 
Pemerintahan Utama pangkat Pembina Utama, golongan 
ruang IVIe pada lnspektorat Jenderal Kementerianl 
lnspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, 
lnspektorat Provinsi dan lnspektorat KabupatenlKota. 

b. Sekretaris Inspektorat Jenderalllnspektorat Utama pada 
KementerianILembaga Pemerintah Non Kementerian 
kepada lnspektur Jenderalllnspektur Utama bagi 
Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda, 
golongan ruang Illla sampai dengan Pengawas 
Pemerintahan Madya pangkat Pembina, golongan ruang 
lVla pada Kementerianllembaga Pemerintah Non 
Kementerian. 

c. Pejabat yang membidangi kepegawaian, paling rendah 
eselon Ill kepada Sekretaris lnspektorat Jenderal 
Departemen Dalam Negeri bagi Pengawas Pemerintahan 
Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang Illla 
sampai dengan Pengawas Pemerintahan Madya pangkat 
Pembina, golongan ruang IVIa pada lnspektorat Jenderal 
Departemen Dalam Negeri. 

d. Sekretaris lnspektorat Provinsi kepada lnspektur Provinsi 
bagi Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata 
Muda, golongan ruang Illla sampai dengan Pengawas 
Pemerintahan Madya pangkat Pembina, golongan ruang 
IVIa pada unit ker'a lnspektorat Provinsi dan Pengawas 
Pemerintahan Ma d ya pangkat Pembina, golongan ruang 
IVIa pada lnspektorat KabupatenIKota. 

e. Sekretaris lnspektorat KabupatenIKota kepada lnspektur 
KabupatenIKota bagi Pengawas Pemerintahan Pertama 
pangkat Penata Muda, golongan ruang Illla sampai dengan 
Pengawas Pemerintahan Muda pangkat Penata Tingkat I, 
golongan ruang Illld pada unit kerja lnspektorat 
KabupatenIKota. 



Pasal24 
(1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat berwenang 

menetapkan angka kredit, digunakan untuk 
mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan atau 
kenaikan jabatanlpangkat Pengawas Pemerintahan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

(2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka 
kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Pengawas 
Pemerintahan yang bersangkutan. 

BAB Vlll 
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL 

PENGAWAS PEMERINTAHAN 
Pasal25 

Pejabat yang berwenang mengangkat dalam Jabatan 
Fungsional Pengawas Pemerintahan adalah pejabat pernbina 
kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal26 
(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertarna kali 

dalam Pengawas Pemerintahan harus memenuhi syarat: 
a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau 

Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan 
instansi pembina; 

b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang 
Illla; 

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan 
ekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan b ekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 

(satu) tahun terakhir. 
(2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan 

Fungsional Pengawas Pemerintahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti diklat fungsional 
Pengawas Pemerintahan sesuai kualifikasi yang ditetapkan 
instansi pernbina paling lambat 3 (tiga) tahun setelah 
pengangkatan. 

(3) Kurikulurn diklat fungsional Pengawas Pemerintahan, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh 
lnstansi Pembina. 

(4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan forrnasi 
Pengawas Pemer~ntahan rnelalui pengangkatan Calon 
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pengawas Pemerintahan. 

Pasal27 
Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 
Fungsional Pengawas Pemerintahan dilaksanakan sesuai 
formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalarn Jabatan 

Fungsional Pengawas Pemerintahan dilaksanakan sesuai 
dengan formasi Jabatan Fungsional Pengawas 
Pemerintahan yang ditetapkan oleh Menteri yang 
bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur 
negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara; 



b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan 
Fungsional Pengawas Pemerintahan dilaksanakan sesuai 
formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan yang 
ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah 
mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang 
bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur 
negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara. 

Pasal28 
(1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke 

dalam Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan dapat 
dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan Pasal 27; 
b.   el ah mengikuti dan lulus diklat fungsional Pengawas 

Pemerintahan sesuai kualifikasi yang ditentukan 
instansi pembina. 

c. Memiliki pengalaman jabatan minimal 2 (dua) tahun; 
d. Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan 
e. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan 

pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan 
Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 
(satu) tahun terakhir. 

(2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan 
pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan ditetapkan 
sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh 
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. 

(3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang. 

BAB IX 
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, 

DAN PEMBERHENTIAN DARl JABATAN 
Pasal29 

(I) Pengawas Pemerintahan Pertama pangkat Penata Muda 
golongan ruang Illla sampai dengan Pengawas 
Pemerintahan Utama pangkat Pembina Utama Madya 
golongan ruang IVId, dibebaskan sementara dari 
jabatannya, apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun 
sejak menduduki jabatanlpangkat terakhir tidak dapat 
mengumpulkan angka kredit disyaratkan untuk kenaikan 
jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi. 

(2) Pengawas Pemerintahan Utama pangkat Pembina Utama 
golongan ruang IVle dibebaskan sementara dari 
jabatannya, apabila setiap tahun sejak menduduki 
jabatanlpangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit 
paling kurang 25 (dua puluh lima) dari kegiatan tugas 
pokok Pengawas Pemerintahan. 



(3) Di samping pembebasan sementara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengawas 
Pemerintahan dibebaskan sementara dari jabatannya 
apabila: 
a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat 

berupa penurunan pangkat; 
b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil; 
c. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional 

Pengawas Pemerintahan; 
d. cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan 

ke empat dan seterusnya; 
e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; 

Pasal30 
(1) Pengawas Pemerintahan yang telah selesai menjalani 

pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal29 ayat (1) dan ayat (2) apabila telah mengumpulkan 
angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam 
Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan. 

(2) Pengawas Pemerintahan yang telah selesai menjalani 
pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29 ayat (3) huruf a, huruf d dan huruf e dapat 
diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pengawas 
Pemerintahan. 

(3) Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, 
dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional 
Pengawas Pemerintahan apabila berdasarkan keputusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana 
percobaan. 

(4) Pengawas Pemerintahan yang dibebaskan sementara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c, 
dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional 
Pengawas Pemerintahan apabila berusia paling tinggi 54 
(lima puluh empat) tahun. 

(5) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional 
Pengawas Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 24 ayat (3) huruf c dan e, dengan menggunakan 
angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dapat ditambah 
angka kredit dari tugas pokok Pengawas Pemerintahan 
yang diperoleh selama pembebasan sementara. 

Pasal31 
Pengawas Pemerintahan diberhentikan dari jabatannya apabila: 
a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan 

sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29 ayat (I), tidak dapat mengumpulkan angka kredit 
yang ditentukan untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat 
lebih tinggi; 



b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan 
sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit 
yang ditentukan; 

c. mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil; atau 
d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman 
disiplin berat berupa penurunan pangkat. 

Pasat32 
Pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan 
pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas 
Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 29, Pasal 30, dan 
Pasal 31, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

BAB X 
PENYESUAlANllNPASSlNG DALAM JABATAN 

DAN ANGKA KREDIT 

Pasal33 

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini masih 
melaksanakan tugas di bidang pengawasan berdasarkan 
keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikanl 
diinpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas 
Pemerintahan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (Sl) atau 

Diploma IV; 
b. pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang 

lll/a; 
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan 

pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan 
Pekerjaan (DP3), paling kurang bernilai rata-rata baik 
dalam 1 (satu) tahun terakhir. 

(2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaianlinpassing dalam 
Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana 
tersebut dalam Lampiran Ill Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara ini. 

(3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam 
Lampiran Ill Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara ini, hanya berlaku sekali selama masa 
penyesuaianlinpassing. 

(4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan 
jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan 
disesuaikanldiinpassing harus mempertimbangkan formasi 
jabatan. 



(5) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai 
Negeri Sipil yang disesuaikanlinpassing sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) maka dalam melaksanakan 
penyesuaianlinpassing perlu mempertimbangkan formasi 
jabatan. 

BAB XI 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal34 
(1) Pengawas Pemerintahan tidak melakukan tugas 

pengawasan keuangan. 
(2) lnstansi Pembina melakukan pengendalian dan penetapan 

standar, serta pedoman teknis pengawasan. 

BAB XI1 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal35 
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara ini diatur lebih lanjut oleh 
Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. 

Pasal36 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini 
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 25 September 2009 

TAUFIQ EFFENDI 
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LAMPIRAN IIA PERATURAN MENTERI NEGARA 

PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA 
NOMOR : PEWl5IM.PAN19I2009 
TANGGAL : 25 September 2009 

KOMPOSISI JUMIAH ANGKA KREDIT KUMUIATIF MINIMAL 
UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT 

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Dl DAERAH AHLl DENGAN PENDlDlKAN SARJANA (SI) 

PROSENTASE 

A. Pendidikan : 

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan 
tugas Pengawas Pemerintahan 

I - 
TAUFIQ EFFENDI 



LAMPIRAN llB PERATURAN MENTERI NEGARA 

PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA 

NOMOR : PER115/M.PAN19/2009 

TANGGAL : 25 September 2009 

KOMPOSlSl JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL 
UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT 

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Dl DAERAH AHLl DENGAN PENDlDlKAN PASCA SARJANA (S2) 

RATUR NEGARA, 

PROSENT 
ASE 

2 80 '10 

5 20 % 

NO. 

1 

2 

JENJANG JABATANI GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT 
PENGAWAS PEMERINTAH 

U N S U R  

UNSURUTAMA 

A. Pendidkan : 
a). Pendidikan Sekolah 
b). Diklat 

B. Pengawasan 

C. Pengembangan Profesi 

UNSUR PENUNJANG 
Kegiatan yang mendukung pelaksanaan 
tugas Pengawas Pemerintahan 

JUMLAH 

PERTAMA 
llllb 

150 

150 

MUDA 
llllc 

150 

40 

10 

200 

lllld 

150 

120 

30 

300 

MADYA 
lVla 

150 

200 

50 

400 

UTAMA 
IVId 

150 

560 

140 

850 

lVlb 

150 

320 

80 

550 

lVle 

150 

720 

180 

1050 

lVlc 

150 

440 

110 

700 



LAMPIRAN IIC PERATURAN MENTERI NEGARA 

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 

NOMOR : PER/151M.PAN/912009 

TANGGAL : 25 September 2009 

KOMPOSlSl JUMLAH ANGKA KREDlT KUMULATIF MINIMAL 
UNTUK KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT 

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Dl DAERAH AHLl DENGAN PENDlDlKAN DOKTOR (S3) 

< - y R A  
PENDAYAGUNAAN A ATUR NEGARA, 

TAUFIQ EFFENDI 

PROSENTASE 

r 80% 

S 20 % 

NO. 

1 

2 

JENJANG JABATANIGOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDlT 
PENGAWAS PEMERINTAH 

U N S U R  

UNSURUTAMA 

A. Pendidikan : 
a). Pendidikan Sekolah 
b). Diklat 

B. Pengawasan 

C. Pengembangan Profesi 

UNSUR PENUNJANG 
Kegiatan yang rnendukung pelaksanaan 
tugas Pengawas Pemerintahan 

J U M L A H  

MUDA 
llllc 

200 

200 

lllld 

200 

80 

20 

300 

MADYA 
lVla 

200 

160 

40 

400 

UTAMA 
lVld 

200 

520 

130 

850 

lVlb 

200 

280 

70 

550 

lVle 

200 

680 

170 

1050 

lVlc 

200 

400 

100 

700 



LAMPIRAN Ill PERATURAN MENTERI NEGARA 
PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA 
NOMOR : PEWIS/M.PAN/9/2009 

TANGGAL : 25 Se~tember 2009 

ANGKA KREDIT KUMULATIF 
UNTUK PENYESUAlANllNPASSlNG BAG1 JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN Dl DAERAH L AHLl 

- - 
TAUFIQ EFFENDI 




